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Abstrak: Banjir merupakan bencana yang seringkali menimpa Indonesia, salah satunya adalah kasus
bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang dalam beberapa bulan terakhir. Kajian ini bertujuan
menganalisis dampak penerjunan Praja IPDN terhadap ketahanan kesehatan masyarakat dan ketahanan
sanitasi dalam rehabilitasi pascabanjir di Aceh Tamiang. Kajian ini menerapkan pendekatan Participatory
Action Research (PAR) melalui observasi lapangan, identifikasi permasalahan, pelaksanaan intervensi,
dan evaluasi. Artikel ini menunjukkan bahwa keterlibatan Praja IPDN mempercepat pembersihan
fasilitas umum, drainase, permukiman, dan perkantoran, sehingga mendukung pemulihan layanan
publik, menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan, serta mempercepat pemulihan sanitasi.
Namun, kontribusi tersebut bersifat sebagai katalisator pemulihan jangka pendek sehingga memerlukan
penguatan koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, dan partisipasi masyarakat. Artikel ini
menyimpulkan bahwa penerjunan Praja IPDN berkontribusi positif terhadap penguatan ketahanan
kesehatan dan sanitasi pascabaniir.
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1. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara di ASEAN memiliki tingkat kerentanan cukup
tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam atau ulah manusia itu sendiri. Kondisi ini
dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang terletak di pertemuan tiga lempeng
tektonik utama, yaitu Lempeng Eurasia di bagian utara, Lempeng Pasifik di bagian
timur, dan Lempeng Indo-Australia di bagian selatan. Letak inimenyebabkan Indonesia
kerap tertimpa bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Selain
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itu, salah satu bencana yang sering menimpa Indonesia adalah banjir (Basriwijaya et al.,
2026). Banjir merupakan kejadian ketika suatu wilayah atau kawasan yang berada pada
kondisi normal tidak tergenang air mengalami genangan air dalam volume yang besar.
Secara umum, banjir terjadi ketika volume air melebihi kapasitas saluran drainase atau
daerah tampungan, sehingga menyebabkan berbagai dampak yang merugikan
kehidupan sosial, ekonomi, dan fisik (Alifa et al., 2025).

Banjir bandang yang menerjang sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh pada
penghujung tahun 2025 merupakan salah satu peristiwa hidrometeorologi terbesar
yang pernah dialami wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir. Aceh
Tamiang tercatat sebagai daerah yang paling terdampak, bahkan sempat
mengalami kelumpuhan total roda pemerintahan akibat seluruh kompleks
perkantoran kabupaten terendam lumpur (Tempo, 2026). Ketua Satgas PRR
Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menyebutkan bahwa Aceh Tamiang
merupakan satu-satunya pemerintahan kabupaten/kota yang aktivitasnya benar-
benar terhenti karena seluruh kantor pemerintahan tergenang lumpur (Tempo,
2026). Kondisi ini bukan sekadar persoalan kerusakan fisik infrastruktur, melainkan
juga memunculkan krisis kesehatan masyarakat dan krisis sanitasi lingkungan yang
kompleks, mengingat endapan lumpur pascabanjir menjadi medium ideal bagi
pertumbuhan dan penyebaran berbagai patogen, termasuk bakteri Leptospira
penyebab leptospirosis, organisme penyebab diare, serta vektor penyakit berbasis
air lainnya (Akaishi et al., 2021).

Banjir yang melanda wilayah tersebut menyebabkan kerusakan pada pemukiman,
fasilitas umum, menghambat aktivitas masyarakat, serta menciptakan krisis pangan
dan kekurangan air bersih (Agustina et al., 2025). Hal ini karena adanya endapan lumpur
yang menutupi seluruh kawasan pemukiman, terganggunya system drainase, dan
menurunnya kulitas kebersihan lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai
masalah kesehatan masyarakat. Kondisi ini melihatkan bahwa proses rehabilitasi tidak
hanya diarahkan pada pemulihan infrastruktur, tapi juga harus diarahkan pada
pemulihan kualitas lingkungan yang mendukung terciptanya kondisi kesehatan
masyarakat yang lebih baik.

Sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi pascabanjir di Aceh Tamiang, pemerintah
melalui Kemendagri menerjunkan Praja IPDN untuk membantu proses pemulihan di
wilayah terdampak banjir tersebut. Keterlibatan Praja IPDN ini diwujudkan dengan
berbagai kegiatan, seperti pembersihan fasilitas umum, jalan, drainase, fasilitas
olahraga, rumah warga, pemulihan kantor pemerintahan, pembersihan lumpur, dan
makam raja di Aceh Tamiang (Tempo, 2026). Kendati Praja IPDN bukan tenaga
Kesehatan maupun tenaga sanitasi professional, aktivitas yang dilaksanakan memiliki
potensi memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan kualitas
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lingkungan, pengurangan risiko penyakit, dan percepatan pemulihan kondisi sanitasi
pascabanijir.

Dari sudut pandang ketahanan kesehatan, keterlibatan berbagai komponen
pemerintah dalam rehabilitasi pascabencana merupakan bagian dari upaya
membangun kemampuan masyarakat dan institusi dalam mencegah, merespons, dan
memulihkan dampak kesehatan akibat bencana yang terjadi. Demikian pula dengan
ketahanan sanitasi yang melihatkan kemampuan suatu wilayah dalam memulihkan
akses terhadap air bersih, pengelolaan material sisa banijir, sistem drainase, dan
kebersihan lingkungan, hal ini sehingga mampu menekan risiko penyebaran penyakit.
Dari ini, keberhasilan rehabilitasi pascabanjir tidak hanya dikalkulasikan dari pulihnya
kondisi fisik wilayah, tapi juga dari kemampuan menjaga keberlanjutan kesehatan
masyarakat dan kualitas sanitasi lingkungan. Bertolak dari pemaparan diatas, maka
penulis melalui tulisan ini ingin mengkaji: (1) bagaimana dampak penerjunan Praja
IPDN terhadap ketahanan kesehatan masyarakat? dan (2) bagaimana dampak
penerjunan Praja IPDN terhadap ketahanan sanitasi dalam pemulihan pascabanjir di
Aceh Tamiang.

2. Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengadopsi metode
Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan yang menekankan keterlibatan
aktif antar kelompok. Metode ini dipilih agar proses kegiatan dapat diterapkan secara
tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat prioritas yang dihadapi.

Poto Kegiatan Praja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang
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Poto Kegiatan Praja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 1. Poto Bersama Praja IPDN Gambar 2. Praja Membersihkan Lumpur

Gambar 3. Praja Membersihkan Gambar 4. Praja Membersihkan Lumpur
Endapan Lumpur di Rumah Warga di Instansi Pemerintah

Sumber: Data berasal dari penulis yang terlibat langsung dalam kegiatan ini

Kegiatan ini merupakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten
Aceh Tamiang sekaligus sebagai bentuk kegiatan dalam memberikan edukasi dalam
penanggulangan pra bencana banjir disertai dengan program pengelolan sampah dan
juga pengelolaan air limbah. Pelaksanaan program melibatkan 25 personel Satgas

Kementerian Dalam Negeri yang berasal dari Praja IPDN Kampus Sulawesi Selatan

(Dharma C). Seluruh kegiatan berada di bawah koordinasi operasional lapangan Bapak

Muhammad Nurcholis, S.STP., M.Si. Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas

beberapa langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pemetaan permasalahan, yaitu melakukan survei lapangan untuk
menilai ketebalan endapan lumpur serta tingkat kerusakan pada sejumlah ruangan
penting di lingkungan PKK, melakukan pengajaran kepada warga setempat dalam
menanggulangi bencana alam berupa banjir dan juga mengelola sampah (puing-
puing bangunan dan pohon roboh) agar dapat dimanfaatkan dalam memenuhi
kebutuhan hidup dan juga mengelola air limbah yang sudah bercampur dengan
lumpur agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

2. Penyusunan rencana aksi berdasarkan skala prioritas, dengan menentukan area
yang harus segera dibersihkan, terutama jalur akses utama menuju kantor, ruang
rapat (Aula) dan Ruang Sekretaris dan Pengurus. Selain itu, diberikan juga edukasi
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pentingnya menjaga lingkungan dan juga cara mengelola limbah agar bisa
digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pelaksanaan intervensi fisik, melalui pengerahan personel secara intensif yang
didukung penggunaan alat pembersih bertekanan tinggi (water jet), armada dump
truck untuk mengangkut endapan lumpur dari lokasi terdampak dan juga alat berat
seperti ekskavator yang sangat berkontribusi dalam pembersihan jalur akses
utama menuju kantor.

4. Evaluasi keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif, yang dilakukan dengan
mengukur persentase area kantor yang telah berhasil dibersihkan dari material sisa
bencana serta menilai kesiapan fasilitas tersebut untuk kembali digunakan dalam
pelayanan dan melihat bagaimana Tingkat kualitas kelayakan halaman
pascapengendapan lumpur yang sangat lama serta melihat kelayakan bangunan
yang diperkirakan mengalami kerusakan sekitar 40% berupa atap-atap, dinding
bangunan, kamar mandi dan juga jendela.

Program utama dalam kegiatan pengabdian ini diberi nama “Sinergi Praja Restorasi
Birokrasi.” Program tersebut berfokus pada dua sasaran utama, yaitu pemulihan
kondisi fisik sarana, pemberian edukasi penanggulangan bencana serta pengelolaan
limbah yang masih bisa dimanfaatkan kembali dan prasarana pemerintahan yang
terdampak endapan lumpur serta penyelamatan dan relokasi arsip dan surat yang
terdapat di kantor PKK yang memiliki nilai penting. Melalui program ini, data historis
terkait pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh
Tamiang dapat diselamatkan, sekaligus mendukung beroperasinya kembali layanan
publik yang berperan penting dalam mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi
Masyarakat.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang
terletak di bagian timur Pulau Sumatra dan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara.
Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU No. 4 Tahun 2002 sebagai hasil pemekaran
dari Kabupaten Aceh Timur dengan ibu kota di Karang Baru. Secara astronomis,
Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada 3°53'18"-4°32'56" Lintang Utara (LU) dan
97°43'41"-98°14'45" Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah sekitar 1.956,72 km? yang
terbagi ke dalam 12 kecamatan. Posisinya yang berada di Jalur Lintas Timur Sumatra
menjadikan wilayah ini sebagai pintu gerbang Provinsi Aceh dari arah timur sekaligus
memiliki peran strategis dalam aktivitas transportasi dan perdagangan.

Secara geografis, bentang alam Kabupaten Aceh Tamiang bervariasi, mulai dari
dataran rendah di bagian utara dan timur, dataran bergelombang di wilayah tengah,
hingga kawasan perbukitan dan pegunungan di bagian selatan dan barat yang
merupakan bagian dari Ekosistem Leuser. Kondisi topografi tersebut membentuk
sistem hidrologi yang didominasi oleh Sungai Tamiang beserta anak-anak sungainya
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yang mengalir dari daerah hulu menuju dataran rendah dan bermuara ke Selat Malaka.
Adapun peta daerah ini dapat dilihat dibawah:

Gambar 5. Peta Kabupaten Aceh Tamiang

@ PETA ADMINISTRASI KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

Sumber: Peta Tematik Indonesia

Karakteristik bentang wilayah yang terlihat dalam gambar diatas ini menyebabkan
Kabupaten Aceh Tamiang memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap
bencana hidrometeorologi, khususnya banjir. Wilayah dataran rendah di bagian hilir
lebih rentan mengalami genangan akibat luapan Sungai Tamiang, terutama ketika
curah hujan tinggi terjadi di kawasan hulu maupun hilir secara bersamaan. Oleh karena
itu, kondisi geografis dan bentang alam Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu
faktor utama yang memengaruhi pola pemanfaatan ruang, aktivitas masyarakat, dan
tingkat risiko bencana di wilayah tersebut.

3. Hasil & Pembahasan
3.1. Dampak Penerjunan Praja IPDN terhadap Ketahanan Kesehatan Masyarakat

Ketahanan kesehatan masyarakat pascabencana pada dasarnya merupakan
kemampuan suatu sistem sosial untuk mempertahankan atau memulihkan fungsi
layanan kesehatan dasar serta mencegah lonjakan kesakitan akibat gangguan
lingkungan yang ditimbulkan bencana (Sakti et al.,, 2026). Dalam kasus Aceh
Tamiang, kerusakan yang dialami fasilitas kesehatan tergolong parah,
sebagaimana terlihat dari kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh
Tamiang yang sempat lumpuh total karena seluruh area, mulai dari halaman,
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lorong, hingga ruang perawatan, tertutup lumpur sisa banjir. Pembersihan RSUD
tersebut dilakukan secara gotong royong oleh aparat TNI, pegawai PLN, dan
relawan, dengan dukungan alat berat berupa ekskavator untuk mengangkut
material lumpur (Kompas, 2026). Pola kolaborasi lintas-sektor semacam ini sejalan
dengan prinsip ketahanan kesehatan berbasis komunitas yang menekankan
pentingnya sinergi antara unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok
sukarelawan dalam memulihkan fungsi layanan esensial pascabencana
(Kemenkes, 2026; Nurjanah, et al., 2026).

Pelibatan praja IPDN memberi nilai tambah tersendiri terhadap proses ini, sebab
jumlah personel yang relatif besar mencapai lebih dari dua ribu orang dalam tiga
gelombang penugasan, hal ini memungkinkan percepatan pembersihan area-area
krusial yang menjadi prasyarat beroperasinya kembali layanan kesehatan dan
pemerintahan. Berdasarkan data Satgas PRR, hingga awal April 2026 masih
terdapat puluhan sekolah, fasilitas umum, dan perkantoran yang menjadi sasaran
pembersihan lumpur di Aceh Tamiang (Tempo, 2026), dan kehadiran praja
gelombang ketiga sebanyak 731—733 orang ditargetkan menuntaskan empat puluh
dua titik lokasi dalam kurun waktu satu bulan, termasuk sepuluh rumah warga, dua
puluh dua saluran drainase, tujuh ruas jalan, dan tiga fasilitas sosial dan umum
(Kompas, 2026).

Kecepatan pembersihan ini memiliki kaitan erat dengan ketahanan kesehatan
masyarakat, sebab semakin lama lumpur dan genangan air dibiarkan menumpuk
di area permukiman dan fasilitas publik, semakin tinggi pula risiko proliferasi
vektor penyakit serta paparan zoonosis seperti leptospirosis. Sejalan dengan hal
ini, kajian epidemiologi leptospirosis di wilayah dataran tinggi Ponorogo
menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti genangan air, sanitasi buruk, dan
keberadaan tikus pengerat memiliki asosiasi kuat dengan peningkatan kasus
penularan, sehingga pengurangan paparan lingkungan menjadi strategi
pencegahan utama (Notobroto, Mirasa, & Rahman, 2021).

Lebih jauh, keterlibatan praja IPDN juga harus dipahami dalam kerangka
pemulihan kapasitas layanan kesehatan formal, bukan semata pembersihan fisik.
Pemulihan empat unit Puskesmas yang masih tertimbun lumpur di wilayah
terdampak banjir Sumatra, misalnya, memerlukan dukungan rotasi tenaga
relawan kesehatan setiap dua minggu agar layanan kepada masyarakat, termasuk
di wilayah terpencil dan pengungsian, tetap dapat berjalan (IDM TIMES, 2026).
Dalam konteks ini, keberadaan praja IPDN yang membantu membersihkan akses
jalan menuju fasilitas kesehatan dan area sekitarnya turut mempercepat proses
tersebut, meskipun peran utama pelayanan medis tetap berada di tangan tenaga
kesehatan profesional dan organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia
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(PMI) yang juga aktif mendirikan klinik darurat di Aceh Tamiang sejak masa
tanggap darurat.

Namun demikian, analisis terhadap pola penugasan ini juga memperlihatkan
sejumlah celah yang perlu mendapat perhatian. Pertama, dari aspek
keselamatan dan kesehatan kerja, tidak ditemukan informasi publik yang
memadai mengenai standar perlindungan diri bagi praja yang bekerja kontak
langsung dengan lumpur dan genangan air yang berpotensi terkontaminasi
Leptospira maupun patogen lain. Literatur menunjukkan bahwa pekerja dan
relawan yang terpapar lumpur banjir tanpa alat pelindung memadai, seperti sepatu
bot dan sarung tangan tahan air, berisiko tinggi mengalami penularan leptospirosis
melalui luka terbuka di kulit (Anggraini, & Hartutik, 2024). Mengingat status praja
IPDN sebagai peserta didik yang relatif berusia muda dan dalam kondisi fisik prima,
risiko ini mungkin tidak langsung terlihat secara klinis dalam jangka pendek,
tetapi tetap berpotensi menimbulkan kasus tersembunyi yang baru terdeteksi
setelah masa inkubasi berakhir, mengingat gejala awal leptospirosis seperti
demam, nyeri otot, dan sakit kepala kerap kali tidak dikenali sebagaitanda bahaya
oleh masyarakat awam (Kemenkes, 2024).

Kedua, durasi penugasan yang dirancang sebagai bagian dari kurikulum pendidikan
menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan dampak kesehatan setelah
masa penugasan berakhir. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto
bahkan menyebut gelombang ketiga sebagai kemungkinan penugasan terakhir,
seiring membaiknya kondisi pemerintahan dan layanan publik di Aceh Tamiang
(Tempo, 2026). Dengan demikian, kontribusi praja IPDN terhadap ketahanan
kesehatan masyarakat di Aceh Tamiang dapat dipahami sebagai katalisator
pemulihan jangka pendek yang signifikan, namun keberlanjutannya sangat
bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan
mampu melembagakan hasil kerja tersebut ke dalam sistem kesehatan
masyarakat yang permanen.

Dimensi lain yang relevan untuk dikaji adalah peran praja IPDN dalam mendukung
pemulihan psikososial masyarakat terdampak, yang sesungguhnya juga
merupakan bagian integral dari ketahanan kesehatan secara holistik. Bencana
berskala besar seperti banjir bandang di Aceh Tamiang tidak hanya menimbulkan
dampak fisik berupa kerusakan harta benda dan ancaman penyakit menular, tetapi
juga tekanan psikologis yang signifikan bagi warga yang kehilangan tempat
tinggal, mata pencaharian, danrasaaman (Erick etal., 2026). Kehadiran praja IPDN
yang turut membersihkan rumah-rumah warga secara langsung, sebagaimana
terlihat dari kegiatan pembersihan di Desa Kota Kuala Simpang dan Desa
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Kampung Bundar (Tempo, 2026), memiliki dimensi simbolis yang penting, yaitu
menghadirkan rasa kehadiran negara (state presence) di tengah masyarakat yang
sedang mengalami masa-masa sulit. Dukungan emosional dan sosial semacam ini,
meskipun sulit diukur secara kuantitatif, sering kali menjadi faktor penentu dalam
mempercepat pemulihan psikososial komunitas pascabencana, sebagaimana
ditegaskan dalam berbagai kajian mengenai peran modal sosial dan solidaritas
kolektif dalam mitigasi dampak psikologis bencana alam (Erick et al., 2026).

Selain itu, perlu pula dicermati bahwa pola kerja praja IPDN yang dilaksanakan
secara bergelombang dengan fokus berbeda pada setiap tahapnya menunjukkan
adanya perencanaan yang cukup adaptif terhadap perkembangan kebutuhan di
lapangan. Pada gelombang pertama, fokus utama adalah memulihkan fungsi
pemerintahan yang lumpuh total, sedangkan pada gelombang kedua dan ketiga,
fokus bergeser ke arah pemulihan lingkungan masyarakat dan fasilitas sosial
(Kompas, 2026; DetikNews, 2026; Tempo, 2026; Kantor Staf Presiden, 2026).
Pola pentahapan semacam ini sejalan dengan prinsip manajemen bencana yang
menekankan pentingnya penyesuaian prioritas intervensi sesuai dengan fase
pemulihan yang sedang berlangsung, di mana fase awal umumnya
menitikberatkan pada pemulihan fungsi vital pemerintahan dan layanan
darurat, sementara fase lanjutan lebih berorientasi pada pemulihan kehidupan
sosial-ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan adaptasi semacam
ini turut menjadi indikator bahwa keterlibatan praja IPDN, meskipun berasal dari
institusi pendidikan dan bukan lembaga kesehatan, dapat disinergikan secara
efektif dengan kebutuhan riil pemulihan kesehatan masyarakat apabila dikelola
dengan perencanaan yang matang oleh Satgas PRR.

3.2. Dampak Penerjunan Praja IPDN terhadap Ketahanan Sanitasi dalam
Pemulihan Pascabanijir

Ketahanan sanitasi pascabencana merujuk pada kapasitas suatu wilayah untuk
memulihkan dan mempertahankan fungsi infrastruktur dasar berupa pengelolaan
air bersih, drainase, dan pembuangan limbah, sekaligus membangun perilaku
higienis masyarakat yang dapat bertahan meski terjadi guncangan lingkungan
berikutnya. Endapan lumpur yang menutupi Aceh Tamiang dengan ketebalan
mencapai empat hingga lima meter di sejumlah titik (ATR BPN, 2026; ANTARA
News, 2026) bukan sekadar persoalan estetika lingkungan, melainkan representasi
nyata dari rusaknya sistem sanitasi dasar, sebab lumpur tersebut menyumbat
saluran drainase, mencemari sumber air, dan menciptakan genangan permanen
yang menjadi tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme patogen.
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Dalam konteks ini, keterlibatan praja IPDN menunjukkan kontribusi paling konkret,
hal ini karena sebagian besar aktivitas penugasan praja, terutama pada gelombang
kedua dan ketiga, secara eksplisit difokuskan pada pembersihan saluran drainase,
sebagaimana terlihat dari target dua puluh dua titik drainase yang harus
dituntaskan dalam satu bulan penugasan gelombang ketiga (CNN Indonesia,
2026). Pemulihan fungsi drainase memiliki signifikansi epidemiologis yang besar
karena saluran air yang tersumbat menjadi salah satu penyebab utama genangan
berkepanjangan pascabanjir, yang pada gilirannya memperpanjang masa kontak
masyarakat dengan air terkontaminasi. Studi observasional multisenter di Jepang
menemukan bahwa pemulihan pasokan air bersih yang berkorelasi dengan
perbaikan sanitasi toilet secara bersamaan menunjukkan hubungan terkuat
dengan penurunan prevalensi penyakit infeksi gastrointestinal di lokasi
pengungsian pascabencana (Akaishi et al., 2021). Artinya, semakin cepat sistem
drainase dan sanitasi dipulihkan, semakin besar pula peluang untuk memutus
rantai penularan penyakit berbasis air di tengah masyarakat terdampak.

Selain drainase, praja IPDN turut terlibat dalam pembersihan fasilitas umum dan
sosial yang berfungsi sebagai simpul layanan dasar masyarakat, termasuk sekolah,
kantor pemerintahan, dan bahkan situs bersejarah seperti Istana Benua Raja yang
memiliki nilai budaya sekaligus fungsi sosial bagi warga setempat (Shaquille et al.,
2026; Putra et al., 2026; InfoPublik, 2026). Sepanjang satu bulan masa kerja
gelombang kedua misalnya, tercatat sebanyak 4 dusun difokuskan pada
pemulihan akibat dampak lumpur (Tempo, 2026). Pemulihan fasilitas pendidikan
memiliki relevansi tidak langsung namun penting terhadap ketahanan sanitasi,
mengingat sekolah merupakan salah satu titik strategis penyebaran edukasi
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada anak-anak dan keluarga mereka
(Rambe et al., 2026).

Kendati demikian, pembersihan lumpur secara manual menggunakan sekop dan
cangkul, sebagaimana digambarkan dalam pemberitaan resmi (Pemerintah Aceh,
2026; Info Publik, 2026), pada dasarnya merupakan intervensi tahap awal
pemulihan sanitasi yang bersifat darurat (emergency sanitation), bukan solusi
struktural jangka panjang. Dengan kata lain, pekerjaan yang dilakukan praja
IPDN dapat dikategorikan sebagai prasyarat penting namun belum cukup
(necessary but not sufficient condition) bagi terciptanya ketahanan sanitasi yang
utuh di Aceh Tamiang.

Aspek lain yang patut dicermati adalah potensi paradoks dalam proses
pembersihan lumpur itu sendiri. Tanpa prosedur pengelolaan limbah lumpur yang
baik, material yang diangkut dari area permukiman dan fasilitas umum berisiko
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hanya berpindah lokasi tanpa benar-benar terdekontaminasi, sehingga tetap
menjadi sumber pencemaran sekunder (Muslimah, 2015), terutama jika dibuang di
dekat badan air atau lahan pertanian yang masih digunakan masyarakat. Oleh
karena itu, dampak positif penerjunan praja IPDN terhadap ketahanan sanitasi
akan jauh lebih optimal apabila disertai program edukasi kesehatan lingkungan
yang melibatkan masyarakat secara aktif, bukan semata-mata menempatkan
praja sebagai tenaga kerja fisik tambahan.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, penugasan praja IPDN dalam pemulihan
sanitasi pascabanjir juga mencerminkan praktik kolaborasi lintas-lembaga yang
relevan dengan konsep whole-of-government approach dalam manajemen
bencana modern. Keterlibatan unsur TNI, PLN, relawan kemanusiaan, serta praja
IPDN secara simultan dalam membersihkan fasilitas kesehatan dan sanitasi
menggambarkan model gotong royong lintas-sektor yang sejalan dengan nilai
budaya gotong royong sebagai modal sosial khas Indonesia dalam penanganan
krisis kolektif (Wahyudi et al., 2026). Modal sosial semacam ini, jika dikelola secara
terstruktur, berpotensi mempercepat pemulihan sanitasi dengan biaya operasional
yang relatif lebih rendah dibandingkan skema kontrak jasa pembersihan komersial,
sekaligus menanamkan kesadaran kebencanaan pada generasi calon pemimpin
pemerintahan daerah sejak dini.

Dengan jumlah personel yang mencapai ratusan hingga lebih dari seribu orang
dalam satu gelombang, maka pembersihan drainase, bukan hanya sekadar
mengangkat lumpur dari permukaan saluran, melainkan memerlukan pemahaman
teknis mengenai kemiringan saluran, titik-titikk penyumbatan, dan cara
memastikan aliran air kembali normal tanpa menimbulkan genangan baru di
lokasi pembuangan. Tanpa pendampingan teknis dari dinas pekerjaan umum atau
tenaga ahli sanitasi lingkungan, terdapat risiko bahwa hasil kerja praja IPDN,
meskipun masif dari sisi volume, belum tentu optimal dari sisi efektivitas fungsional
jangka panjang. Pemberitaan resmi memang menyebutkan keterlibatan berbagai
pemangku kepentingan dalam kegiatan ini, termasuk Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan pemerintah daerah setempat
(Gemarnews, 2026), tapi informasi publik mengenai keterlibatan tenaga ahli
sanitasi atau dinas lingkungan hidup secara spesifik dalam pendampingan teknis di
lapangan masih relatif terbatas, sehingga aspek ini perlu menjadi perhatian dalam
evaluasi kebijakan ke depan.

Dari sisi keberlanjutan kelembagaan, penting pula dicatat bahwa target wilayah
penugasan Satgas PRR tidak terbatas pada Aceh Tamiang semata, melainkan
mencakup delapan belas kabupaten/kota terdampak banjir di Sumatra, dengan
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enam lokasi prioritas meliputi Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh
Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya (JPNN, 2026). Implikasinya, sumber daya praja
IPDN yang tersedia harus didistribusikan secara proporsional ke berbagai wilayah
tersebut, yang pada gilirannya membatasi intensitas dan durasi penugasan di
masing-masing lokasi, termasuk Aceh Tamiang. Keterbatasan ini menegaskan
pentingnya strategi keluar (exit strategy)yang jelas, dimana pada saat prajaIPDN
menyelesaikan masa tugasnya, tanggung jawab pemulihan sanitasi dan
kesehatan lingkungan jangka panjang harus sepenuhnya beralih kepada
pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan dinas pekerjaan umum setempat,
didukung oleh partisipasi aktif masyarakat melalui forum-forum kesehatan
berbasis desa.

4. Penutup

Penerjunan Praja IPDN dalam rehabilitasi pascabanjir di Aceh Tamiang memberikan
dampak positif terhadap ketahanan kesehatan masyarakat melalui percepatan
pembersihan fasilitas umum, akses menuju fasilitas kesehatan, permukiman warga,
dan lingkungan terdampak banjir. Kegiatan tersebut berkontribusi mengurangi risiko
penyebaran penyakit akibat endapan lumpur dan genangan air, mempercepat
pemulihan layanan publik, serta memberikan dukungan psikososial bagi masyarakat
terdampak. Namun, kontribusi tersebut lebih bersifat sebagai katalisator pemulihan
jangka pendek sehingga keberlanjutannya memerlukan penguatan koordinasi lintas
sektor, penerapan standar keselamatan kerja, dan integrasi dengan sistem kesehatan
masyarakat yang berkelanjutan.

Terhadap ketahanan sanitasi, keterlibatan Praja IPDN berkontribusi melalui
pembersihan drainase, pengangkutan endapan lumpur, pemulihan fasilitas
pemerintahan dan fasilitas sosial, penyelamatan arsip penting, serta edukasi
mengenai pengelolaan sampah, limbah, dan kesiapsiagaan bencana. Kegiatan
tersebut mempercepat pemulihan fungsi sanitasi dasar dan mendukung kembalinya
aktivitas pemerintahan serta masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan
ketahanan sanitasi jangka panjang tetap bergantung pada pengelolaan limbah yang
sesuai standar, pendampingan teknis, pemeliharaan infrastruktur sanitasi, dan
partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, penerjunan Praja IPDN menjadi
bagian penting dalam mempercepat pemulihan ketahanan kesehatan dan sanitasi
pascabanjir di Aceh Tamiang melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah,
tenaga profesional, dan Masyarakat.
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